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PUTUSAN
Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA Lt
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Bemo Andrisyah Wardana bin M. Sumanah, tempat dan tanggal lahir
Palembang, 15 Oktober 1962, agama Islam,
pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan S1,
tempat kediaman di Desa Sungai Laru,
Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat,

Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Gusniar Putri binti Rihanol Kirom, tempat dan tanggal lahir Tanjung
Aur, 09 Agustus 1962, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan PNS, pendidikan S1, tempat
kediaman di Desa Sungai Laru, Kecamatan
Kikim Tengah, Kabupaten Lahat, Provinsi
Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
27 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1047/Pdt.G/2022/PA.Lt,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 07 Agustus 1983 di Kikim yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kikim Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan
Akta Nikah Nomor: 260/ 02/ 1983, tanggal 18 Agustus 1983;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan
Termohon telah berjalan selama 39 tahun 4 bulan, setelah menikah
Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di
kediaman bersama di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisabh;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5
orang anak yang bernama: Mei Silfan Anta Wardana, laki-laki, umur 38
tahun;

a. Bhrevistian Anta Wardana, laki-laki, umur 33 tahun;

b. Threezky Wira Wardana, laki-laki, umur 29 tahun;

C. Gobio Fourta Wardana, laki-laki, umur 26 tahun;

d. Hyundia Betzahrozaavi Wardana, perempuan, umur 21 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun
dan harmonis selama 10 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan
Agustus 1993 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon selalu merasa kurang
dengan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal
Pemohon sudah memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada
Termohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin
memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 30 Mei 2020 yang
disebabkan oleh karena Termohon meminta cerai dari Pemohon bahwa
Termohon akan menikah lagi dengan laki-laki lain;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di
kediaman bersama di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah,
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Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan dan Termohon tinggal di
rumah Termohon sendiri di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah,
Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah
selama 2 tahun 7 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon
dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya
suami isteri;
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan
rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar
dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah,
namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon
tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan
perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun
dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan
Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan
terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai
dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bemo Andrisyah Wardana bin M.
Sumanah) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Gusniar
Putri binti Rihanol Kirom) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kikim,
Kabupaten Lahat, Nomor 260/ 02/ 1983, tanggal 07 Agustus 1983. Bukti
surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P;

B. Bukti Saksi

Saksi 1, SAKSI 1 , umur 68 tahun, agama lIslam, pekerjaan buruh,
bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA
SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

paman Pemohon;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama

terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LAHAT,

PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
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- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi
meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali
kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Pemohon tinggal bersama
dengan Termohon di rumah kediaman bersama di XXXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, hamun kira-kira lebih dari 2 (dua) tahun yang
lalu Termohon tidak kelihatan lagi tinggal di rumabh itu;
- Bahwa setahu Saksi penyebab Termohon meninggalkan Pemohon
karena Termohon sudah tidak senang lagi dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi sejak Termohon meninggalkan Pemohon,
Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah
hidup bersama lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun
kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
Saksi 2, SAKSI 2 , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani,
bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA
SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi
tetangga Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LAHAT,
PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu Termohon pergi
meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang tidak pernah kembali
kepada Pemohon;
- Bahwa saksi melihat sendiri, dahulu Pemohon tinggal bersama
dengan Termohon di rumah kediaman bersama di XXXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, hamun kira-kira lebih dari 2 (dua) tahun yang

lalu Termohon tidak kelihatan lagi tinggal di rumah itu;
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- Bahwa setahu Saksi penyebab Termohon meninggalkan Pemohon

karena Termohon sudah tidak mau serumah lagi dengan Pemohon;

- Bahwa setahu Saksi sejak Termohon meninggalkan Pemohon,
Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan tidak pernah
hidup bersama lagi.

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan oleh
Pemohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sesuai
agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk
kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah
termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon bahwa Termohon
bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur maka
berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun
2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka Pengadilan Agama Lahat berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini;
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Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian
sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan
dengan menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah
terpenuhi ketentuan Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kali kedua dengan
perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu
hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal sependapat dengan yang
disebutkan dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 55 selanjutnya diambil alih
sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ainndl @il Sl> annt ol slos ol jimia jsmi LS
Artinya: Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi atau dia ghoib, perkara
itu diputuskan dengan bukti-bukti (saksi-saksi);

Menimbang, bahwa dengan demikian ketidak hadiran Termohon hanya

beraspek pada perkara tersebut dapat diputus tanpa hadirnya Termohon,
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sedangkan untuk mengabulkan atau tidak dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan
dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir,
dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan
dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg.,
permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus-menerus karena Termohon selalu merasa kurang dengan
uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon padahal Pemohon sudah
memberikan semua uang hasil kerja Pemohon kepada Termohon, sehingga
telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 30 Mei 2020 sampai sekarang, dan
selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak membantah
dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon
tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan
mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,
isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 07 Agustus 1983, relevan dengan dalil yang hendak
dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan
terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah
pada tanggal 07 Agustus 1983, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi
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yaitu: ... dan ..., keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah
diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan
relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada
halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sabh;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama
terakhir di rumah kediaman bersama di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI
SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;

-Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dan
Termohon telah berhubungan kelamin (ba'daddukhul) dan dikaruniai 5
orang anak;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena
Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak lebih dari 2 (dua) tahun
yang lalu sampai dengan sekarang tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara

Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon
sejak lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan sekarang tidak pernah kembali
maka Hakim tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan
Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada

dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi
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kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu,
menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat.
Hal ini sesuai dengan qaidah fighiyyah yang berbunyi:

wls e pa 9 oa wl _aolls,

oJlaall

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga
kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon
telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih, tidak pernah hidup bersama
lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, maka Hakim tunggal berkeyakinan
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada
harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, Hakim tunggal berkesimpulan bahwa gugatan Pemohon telah terbukti
dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh
karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan
ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkaranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Lahat;
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4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad
Zhamir Islami, S.H.l. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut,
dan didampingi oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1. PNBP
a. Pendaftaran :Rp  30.000,00
b. Panggilan Pertama Pdan T : Rp
20.000,00
C. Redaksi ‘Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan : Rp
10.000,00
2. Biaya proses : Rp 80.000,00
3. Panggilan 'Rp 750.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan : Rp
250.000,00
5. Meterai :Rp 10.000.,00
Jumlah : Rp 1.160.000,00
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(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lahat

Drs. Sahim
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